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Nama :    Fakhri Mahendra Sulaeman 
NIM  :    90500116002 
Judul : Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Bank 
Syariah  
 Tingkat Pembiayaan bermasalah seperti pembiayaan murabahah 
bermasalah menjadi salah satu indikator baik tidaknya kinerja keuangan bank 
syariah sehingga solusi penyelesaiannya menjadi suatu yang sangat penting untuk 
diketahui oleh akademisi maupun praktisi. Guna mengetahui hal tersebut, tentu 
perlu untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah, faktor 
apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah, dan 
bagaimana kemudian solusi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah 
tersebut. Apa yang kemudian diharapkan dari penelitian ini adalah hadirnya 
referensi yang komprehensif bagi banyak pihak terkait dengan apa penyebab dan 
bagaimana kemudian solusi yang paling sering dan paling banyak digunakan 
dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah pada bank syariah di 
Indonesia. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian literatur dengan pendekatan 
deskriptif-komparatif. Metode pengumpulan data penelitian menggunakan 
berbagai referensi ilmiah seperti jurnal, artikel, buku, dan referensi dokumenter 
lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang dikaji. Metode analisis data 
yang digunakan adalah content analysis (analisis konten) yang pada dasarnya 
digunakan untuk penelitian-penelitian literatur. 
Hasil penelitian menunjukkan 3 (tiga) poin penting yaitu (1) Pembiayaan 
murabahah bermasalah bisa disebabkan oleh banyak hal seperti sikap dan 
perilaku nasabah, bencana alam, krisis ekonomi, manajemen keuangan yang tidak 
baik serta berbagai hal lain yang juga bisa menyebabkannya meskipun dengan 
dampak yang tidak terlalu signifikan; (2) Pembiayaan murabahah bermasalah 
jika dijabarkan secara spesifik dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal 
dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri bank syariah 
seperti ketidakmampuan memprediksi imbal hasil murabahah dan kemampuan 
nasabah. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor diluar kuasa bank syariah 
seperti bencana alam dan perilaku dari nasabah itu sendiri; dan (3) Ada banyak 
metode penyelesaian pembiayaan murabahah yang dapat dilakukan dengan 
empat diantaranya menjadi yang paling sering diterapkan yakni rescheduling, 
restructuring, reconditioning, eksekusi jaminan dan write off. 






A. Latar Belakang Permasalahan 
Bank menjadi satu dari sekian banyak elemen penting dalam usaha 
mengelevasi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Negara. Aktivitas pokok 
dari bank ialah mengumpulkan dana dari nasabah/masayarakat untuk dikelola dan 
disalurkan kembali pada masyarakat dalam wujud produk pembiayaan. Urgensi itu 
dikarenakan posisi perbankan sebagai pemediasi antar pihak yang memiliki surplus 
dana dengan yang membutuhkan dana. Kondisi tersebut menjadikan sektor 
perbankan secara masif menjalankan perannya dalam bidang perekonomian. Salah 
satu institusi yang kemudian disoroti peranannya dalam hal ini adalah sektor 
perbankan syariah. 
       Perkembangan sektor perbankan syariah saat ini sangatlah pesat dikarenakan 
perkembangan mindset publik mengenai riba yang ada dalam produk perbankan 
konvensional. Perkembangan sektor perbankan syariah ini juga ditandai dengan 
lahirnya banyak sekali bank syariah dan meningkatnya animo publik dalam 
bertransaksi secara syariah. Salah satu produk bank syariah yang paling diminati 
publik yakni produk pembiayaan. Pembiyaan ini merupakan satu dari sekian 
banyak produk unggulan bank syariah dikarenakan besarnya perputaran uang dan 
return yang bisa dihasilkan. Merujuk pada hal tersebut, pihak bank syariah wajib 
memberikan perhatian terhadap potensi problematika serta penyelesaiannya agar 




satu problematika yang paling sering terjadi adalah adanya tunggakan pembiayaan 
atau lebih dikenal dengan istilah pembiayaan bermasalah. 
Menurut Bank Indonesia (2015), tunggakan pembiayaan bermasalah disektor 
perbankan syariah pada enam bulan pertama pada tahun 2015 berkisar 11.58%. Hal 
ini tentu memengaruhi kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit. 
Kondisi tersebut dikarenakan adanya beragam problematika yang dihadapi oleh 
perbankan syariah, entah itu dari dalam maupun luar. Problematika dari dalam 
contohnya seperti kurang kompetennya SDM yang dimiliki, lemahnya 
pengendalian, dan ketidaktepatan format pembiayaan yang diberikan. Sedangkan 
problematika dari luar lebih dikarenakan oleh situasi dan kondisi yang dimiliki oleh 
nasabah. Berbagai problematika tersebut secara langsung maupun tidak langsung 
berimbas kepada semua jenis pembiayaan, tidak terkecuali dengan pembiayaan 
murabahah yang notabene merupakan salah satu produk pembiyaan unggulan bank 
syariah. 
Murabahah adalah transaksi jual-beli produk yang pengkalkulasiannya dengan 
cara menjumlahkan nilai perolehan dengan margin laba yang sudah disetujui oleh 
pihak-pihak yang bertransaksi. Lestari dan Setiawan (2018) mengungkapkan 
bahwasanya pembiayaan murabahah ini memiliki kontribusi lebih dari 50% 
terhadap jumlah pembiayaan bank syariah di Indonesia pada tahun 2017. Namun, 
pembiayaan murabahah ini juga memberi kontribusi sekitar 2-3% tiap bulannya 
dari jumlah pembiayaan bermasalah yang dimiliki oleh bank syariah. Terkait 






Data Pembiayaan Murabahah Bermasalah Bank Syariah Desember 2019 






Jan 154.167 4.696 3,05% 
Feb 153.996 4.811 3,13% 
Maret 155.131 4.795 3,09% 
Apr 155.597 4.986 3,20% 
Mei 156.553 5.060 3,23% 
Jun 157.547 5.045 3,20% 
Jul 157.876 5.035 3,19% 
Agt 158.573 5.088 3,21% 
Sep 158.879 4.987 3,14% 
Okt 159.410 5.373 3,37% 
Nov 159.593 5.077 3,18% 
Des 160.654 4.688 2,92% 
Sumber: Statistik Perbankan Syariah Desember 2019, OJK (2021) 
Merujuk pada data pembiayaan murabahah bermasalah pada tabel 1.1 di atas, 
diketahui bahwa persentasenya mengalami fluktuasi pada angka 3% tiap bulannya 
selama tahun 2019. Pada dasarnya, peningkatan jumlah pembiayaan murabahah 
yang disalurkan juga diikuti dengan peningkatan jumlah pembiayaan murabahah 
bermasalah yang menjadi indikasi kurangnya manajemen risiko yang dilakukan 
oleh sektor perbankan syariah sejauh ini. Maka dari itu diperlukan sebuah solusi 




yang bisa memberikan kenyamanan penyelesaian yang baik antara nasabah dan 
juga pihak bank syariah selaku penyedia produk pembiayaan.  
Secara teoretis, meningkatnya jumlah pembiayaan Pembiayaan bermasalah 
merupakan sebuah situasi di mana nasabah tidak memiliki kemampuan melunasi 
separuh atau keseluruhan kewajiban pembiayaan yang mereka terima sesuai dengan 
jangkan waktu jatuh tempo yang telah disetujui dalam kontrak (Turmudi, 2016). 
Pada dasarnya, berbagai langkah telah dilakuikan oleh perbankan syariah untuk 
mengantisipasi dan menyelesaikan problematika tersebut. Berdasarkan apa yang 
telah diuraikan tersebut,  peneliti kemudian mau menelusuri secara spesifik lalu 
merepresentasikannya menjadi skripsi yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan 
Murabahah Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia”. 
B. Rumusan Masalah 
Menilik uraian latar belakang sebelumnya, penelitian kemudian menyusun 
rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian berikut ini: 
1. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah pada Bank Syariah? 
2. Bagaimana pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah dapat 
terjadi? 
3. Bagaimana solusi atau metode yang digunakan dalam penyelesaian 
pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah? 
C. Fokus dan Deskripsi Penelitian 
Penelitian ini berfokus pada pembiayaan murabahah bermasalah pada bank 
syariah di Indonesia. Apa yang kemudian ingin diteliti adalah bagaimana model 




efektivitas penyelesaian yang dilakukan tersebut. Hal ini guna memberikan 
gambaran metode mana dan bank mana yang memiliki penyelesaian terbaik 
dengan melihat rasio pembiayaan bermasalahnya. 
D. Kajian Pustaka 
Penelitian ini merujuk pada 5 (lima) referensi utama dengan topik serupa yang 
mana disajikan pada tabel 1.2 berikut ini.  
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 
No. Nama Peneliti Judul Hasil 




Temuan riset ini mengungkapkan 
bahwasanya penyelesaian 
pembiayaan bermasalah dilakukan 
dengan pengaturan jangka waktu 
pembayaran (rescheduling), pentaan 
ulang syarat yang ada dalam kontrak 
(reconditioning), serta penataan 
kembali struktur pembiayaan 
(restructuring). Apabila ketiga 
model penyelesaian tersebut 
hasilnya nihil atau tidak signifikan, 
bank syariah akan melakukan 
penyitaan ataupun memitigasi 
nasabah. 





bermasalah di Bank 
Syariah : Kajian Pada 
Produk Murabahah di 
Bank Muamalat 
Indonesia Banda Aceh 
Temuan riset ini mengungkapkan 
bahwasanya problematika 
pembiayaan bermasalah bersumber 
dari nasabahm pihak bank, dan juga 
problematika fiktif. Sedangkan 
solusinya dilakukan dengan 
penyelesaian di tempat (on the spot), 
pengiriman tagihan, denda, 
pengaturan jangka waktu 
pembayaran (rescheduling), pentaan 
ulang syarat yang ada dalam kontrak 
(reconditioning), serta penataan 
















Kasus Pada BMT 
Karisma Kota 
Magelang) 
1. Bilamana nasabah tidak mampu 
melakukan pelunasan, obyek 
yang dijaminkan bisa diperjual-
belikan oleh nasabah melalui 
lembaga keuangan syariah. 
2. BMT Karisma Kota Magelang 
menyelesaikan pembiayaan 
bermasalah melalui metode 
pendekatan pada nasabah, jalur 
hukum, maupun pelelangan 
jaminan. 






Temuan riset ini mengungkapkan 
bahwasanya antisipasi pembiayaan 
bemasalah bisa melalui beberapa 
model seperti standarisasi kontrol 
terhadap resiko, dan analisa 
karakteristik nasabah. Untuk 
penyelesaiannya sendiri dapat 
dilakukan dengan pengaturan 
jangka waktu pembayaran 
(rescheduling), pentaan ulang syarat 
yang ada dalam kontrak 
(reconditioning), serta penataan 
kembali struktur pembiayaan 
(restructuring), pelelangan jaminan, 
dan penghapusbukuan. 
5. Shobirin (2016) Penyelesaian 
Pembiayaan 
Murabahah 
Bermasalah Di Bitul 
Maal Wa Tamwil 
(BMT). 
Antisipasi dan penyelesaian 
pembiayaan bermasalah dilakukan 
dengan pengidentifikasian problem, 
penetapan sikon pembiayaan, 
urgensi problematika yang dihadapi, 
pengiriman tagihan dan pembahasan 
kontrak dengan nasabah; pemberian 
SP secara bertahap, pengaturan 
jangka waktu pembayaran 
(rescheduling), pentaan ulang syarat 
yang ada dalam kontrak 
(reconditioning), serta penataan 
kembali struktur pembiayaan 






E. Kerangka Konseptual 
  Suatu penelitian membutuhkan suatu desain yang bisa merepresentasikan 
alur penelitian secara jelas, terstruktur, dan bisa memberikan pemahaman bagi 
peneliti maupun pihak-pihak lainnya. Olehnya itu, peneliti kemudian mendesain 
suatu model yang relevan dengan judul penelitian “Penyelesaian Pembiayaan 











F. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian literatur. Penelitian literatur 
merupakan jenis penelitian yang merekapitulasi data serta informasi via beragam 















Dengan demikian, pada dasarnya riset literatur merupakan aktivitas riset yang 
metode pengumpulan informasi dan data-datanya melalui beragam referensi yang 
relevan dengan problematika yang sedang atau akan dikaji. Dalam riset literatur 
sendiri, terdapat pola yang terstruktur guna mentabulasi, menganalisa, serta 
membuat kesimpulan melalui metodologi tertentu untuk mengkaji penyelesaian 
dari problematika yang dikaji. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian memberikan asumsi mengenai dunia sosial, sebagaimana 
ilmu pengetahuan dikelola dan apa yang susungguhnya merupakan masalah, solusi, 
kriteria pembuktian. pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang 
disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi 
ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian (Anwar, 2013).  
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
      Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data objek yang 
pemerolehannya berasal dari data-data yang terdokumentasi, sedangkan sumber 
data utama penelitian ini yakni data sekunder yang bersumber dari beragama 
referensi ilmiah seperti prosiding, jurnal, artikel-artikel, buku, situs-situs kredibel, 
dan sejenisnya dan memiliki relevansi dengan problematika penelitian yang dikaji. 
4. Metode Pengumpulan Data Penelitian Literatur 
 Mengumpulokan data-data dan informasi dalam riset literatur dilakukan melalui 





a) Analisa data secara simbolik. Suatu hal yang tidak memungkinkan bagi 
peneliti untuk menganalisa keseluruhan sumber-sumber yang telah 
dikumpulkan. Maka dari itu, harus dilakukan sinopsis atau mereduksi 
sebagian isi sumber yang nantinya akan dilakukan pemetaan dan 
kategorisasi data.  
b) Analisa data secara semantik. Menganalisa data-data yang sudah terkumpul 
secara mendetail dan memahami makna dari data-data tersebut tentunya 
memerlukan fokus dikarenakan tiap poin yang ada wajib dianalisa secara 
mendalam. Pada tahapan ini, terdapat beberapa langkah yang akan 
ditempuh yakni quotasi (pengutipan langsung), parafrase (pengutipan tidak 
langsung), sinopsis (peringkasan), presisi (pemadatan materi), dan coding 
(pengkategorian data dan informasi). 
5. Metode Analisa Data 
 Analisa data dalam riset literatur dilakukan melalui analisis isi (content 
analysis), di mana analisa ini merupakan pemfokusan terhadap isi sebenarnya 
(actual content) dari refernsi yang digunakan (Mirzaqon dan Purwoko, 2017). 
Adapun tahapan yang harus dilalui dalam analisa isi ini adalah sebagai berikut: 
a) Memastikan bahwa data dan informasi yang telah dikumpulkan 
memiliki kredibilitas dan reliabilitas yang baik. Cara ini bisa dilakukan 





b) Melakukan penafsiran terhadap isi referensi, dimana pada tahap ini 
peneliti melakukan kajian awal terkait kandungan atau muatan yang 
dalam tiap poin yang telah direduksi dalam referensi tersebut. 
c) Melakukan penyimpulan akhir sebagai bahan penyusuan hasil 
penelitian atau sebagai suatu temuan penelitian. 
G. Tujuan Penelitian 
   Merujuk pada apa yang telah diuraikan, tujuan penelitian kemudian disusun 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan murabahah pada Bank 
Syariah. 
2. Untuk menganalisis mengapa pembiayaan murabahah bermasalah pada 
Bank Syariah dapat terjadi. 
3. Untuk mengetahui solusi atau metode yang digunakan dalam 
penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah. 
H. Manfaat Penelitian 
1. Memberi Informasi Terkait dengan Mekanisme Pembiayaan 
Murabahah  
 Bank syariah sejatinya hadir untuk menjawab persoalan riba yang 
mengungkungi bank konvensional, terlebih lagi Indonesia merupakan Negara 
dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia. Namun, mayoritas 
masyarakat masih awam terkait dengan bagaimana bertransaksi secara syariah 




penelitian dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi banyak pihak 
dalam rangka memperkenalkan pembiayaan murabahah. 
2. Memberikan Pengetahuan Terkait Faktor-faktor Penyebab 
Pembiayaan Murabahah Bermasalah 
 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi yang komprehensif 
terkait dengan penelitian terkait faktor-faktor penyebab pembiayaan 
murabahah bermasalah yang terjadi di bank syariah yang ada di Indonesia. 
Pengetahuan terkait dengan faktor-faktor ini menjadi sangat penting guna 
mengantisipasi terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah ke depannya. 
3. Memberikan Pengetahuan Terkait Solusi atau Metode Penyelesaian 
Pembiayaan Murabahah Bermasalah 
 Setelah mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan murababah 
bermasalah, tentunya perlu untuk seluruh pihak untuk mengetahui bagaimana 
solusi atau metode penyelesaian guna menghindarkan berbagai hal yang tidak 
diinginkan seperti menurunnya kinerja keuangan bank syariah. Terdapat 
banyak metode tentunya, dan dalam penelitian diharapkan dapat memberikan 
informasi yang bermanfaat terkait dengan metode mana yang paling sering dan 







KONSEP DAN MEKANISME PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH 
A. Pengertian Pembiayaan Syariah  
Publik mengenal pembiayaan syariah sebagai suatu transaksi utang piutang 
yang mana terdapat pihak-pihak penyalur dana pada pihak-pihak yang 
membutuhkan pinjaman dana dengan skema syariah atau sejalan dengan kerangka 
konseptual agama Islam. Pendanaan atau pembiayaan yang dilandasi konsep syar’i 
merupakan langkah menyediakan dana yang lalu disamakan dengan nominal/nilai 
dana tersebut berlandaskan kesepakatan antar pihak yang saling bertransaksi 
dengan salah satu pihak membebankan kewajiban pada pihak lainnya untuk 
melakukan pengembalian dana sesuai termin dan tingkat bagi hasil yang disetujui 
bersama. 
Dengan demikian, prinsip-prinsip syariah merupakan sebuah kontrak yang 
pelaksanaannya didasarkan pada nilai-nilai Islam guna menyalurkan dana dan/atau 
pendanaan dalam aktivitas bisnis maupun aktivitas lainnya selama itu tidak 
bertentangan dengan agama. Pada dasarnya, pembiayaan merupakan transaksi yang 
mengedepankan rasa saling tolong menolong berlandaskan rasa saling percaya 
terhadap nasabah. Artinya, pendanaan yang dilakukan tersebut harus bisa 
dipergunakan sesuai prinsip keadilan, kebenaran, pertanggungjawaban, dan sebisa 
mungkin tidak menimbulkan kerugian (Ilyas, 2015). Dalam UUPS No. 21 Tahun 
2008, pembiayaan didefenisikan sebagai penyaluran dana yang dalam hal ini bisa 
dianggap sama dengan beberapa hal seperti transaksi dengan basis profit and loss 




B. Jenis-jenis Pembiayaan 
  Pembiayaan terdiri dari berbagai jenis berdasarkan kriteria atau urgensi yang 
dimilikinya. Kriteria tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan Orientasinya, terbagi atas dua jenis yakni: 
a) Pembiayaan produktif yaitu pemberian dana yang berorientasi dalam 
pemenuhan faktor-faktor produksi seperti peningkatan aktivitas 
bisnis yang dikenal dengan pendanaan produktif maupun investasi 
yang dikenal dengan pendanaan modal kerja..  
b) Pembiayaan konsumtif yakni sebuah pemberian dana yang ditujukan 
untuk pemenuhan keperluan akan barang habis pakai seperti 
persediaan, perlengkapan dan sebagainya. 
2. Berdasarkan Prinsip yang Terkandung didalamnya, terbagi atas beberapa 
jenis yakni: 
a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (Ba’i) 
Pembiayaan jenis berprinsip bahwa keberadaan yang mengakui 
adanya pemindahan hak kepemilikan atas objek, di mana level 
profitabilitas ditetapkan sejak awal serta dijadikan sebagai dasar nilai 
objek yang diperjualbelikan. Beberapa jenis transaksi pembiayaan 
jenis ini adalah murabahah (jual-beli dengan penambahan margin 
keuntungan) dan salam (jual-beli dengan pembayaran diawal dan 
penerimaan objek yang diperjualbelikan dikemudian hari), istishna 
(jual-beli dengan pemesanan dimana pelunasannya secara diangsur 




mekanisme pembayatn melalui upah sewa, namun tidak diikuti 
dengan pemindahan hak milik atas barang tersebut) (Umam dan 
Utomo, B. D, 2017) 
b) Berdasarkan prinsip profit and loss sharing  
Pembiayaan ini terdiri atas dua jenis yakni musyarakah 
(pembiayaan dengan metode pencampuran atau kolaborasi 
(Almunawwaroh, 2017)) dan mudharabah (pembiayaan dengan 
sistem terdapat pihak pemberi dana dan pengelola dana dengan 
kontrak pembagian proift berdasarkan persentase serta 
penanggungan kerugian secara bersama-sama).  
c) Pembiayaan dengan penggunaan akad pelengkap 
Pembiayaan ini terdiri dari beberapa jenis seperti hawalah 
(pengalihan utang piutang), rahnun (pegadaian), Qardh (penyiapan 
penagihan), wakalah (pendelegasian), dan kafalah 
(penggaransian/penjaminan).         
C. Dasar Hukum Islam Pembiayaan 
1. Al-Qur’an surah An-Nisaa/4:29; 
تََراٍض ِمْنُكْم ۚ َوََل تَْقتُلُوا يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إَِلَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن 
َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما   أَْنفَُسُكْم ۚ إِنَّ َّللاَّ
Terjemahan:  
Wahai hamba-hamba (yang) beriman, hindarkanlah diri kalian dari 
mengkonsumsi milik sesamamu melalui kebathilan, (kecuali) 
melalui perniagaan yang berlandaskan pada rasa saling rela, (dan) 
jangan sekali-kali mencelakakan diri sendiri, sebab TuhanMu Maha 




2. Al-Qur’an surah Al-Baqarah Ayat/2:280: 
تََصدَّقُوا َخْيٌر لَُكْم ۖ إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ َوإِْن َكاَن ذُو ُعْسَرةٍ فَنَِظَرةٌ إِلَٰى َمْيَسَرةٍ ۚ َوأَْن   
Terjemahan:  
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah 
tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu 
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, 
jika kamu mengetahui (Q. S. Al-Baqarah/2:280). 
 
3. Kaidah Ushul Fiqh; 
بَاَحةُ إَِلَّ بِدَِلْيلٍ   اأْلَْصُل فِي الشُُّرْوِط فِي اْلُمعَاَمالَِت اْلِحلُّ َواْْلِ
Terjemahan:  
Hukum induk membuat ketetapan persyaratan dalam bermuamalah 
(adalah) halal serta mubah selagi tak ditemukan dalil yang 
pelarangannya. 
D. Syarat Sahnya Pembiayaan 
Dalam pasal KUHP dijelaskan mengenai dua persyaratan keabsahan suatu 
kontrak pembiayaan yakni: 
1. Kesepakatan yang bersifat mengikat 
Kesepakatan dalam hal ini yaitu apa yang menjadi kehendak yang telah 
disepakati bersama secara ikhlas tanpa ada rasa terpaksa, rasa bersalah, atuu 
mengandung unsur manipulatif. 
2. Cakap tidaknya subyek yang melangsungkan suatu kontrak pembiayaan 
Sebagai dikembangkan dari pada 1330 KUHP, kecakapakan subyek dapat 
dinilai dari beberapa hal seperti kedewasaan usia, yang tidak sedang dalam 
keadaan tertindas, mengetahui limit kemampuannya, mengetahui orientasi 




yang menjadi suatu hal wajib dalam kontrak yang nantinya disepakati, dan 
mengetahui dengan jelas mengenai haram dan halal pembiayaan tersebut. 
E. Proses Pengajuan Pembiayaan 
        Dalam penelitian Idris (2016:36) dijelaskan bahwa terdapay beberapa tahapan 
yang wajib dilaksanakan dalam suatu pembiayaan yakni: 
1. Persiapan 
Dalam tahap ini dilakukan penelusuran data dan informasi dan pemohon 
oleh pihak penyedia dana. Data dan informasi tersebut seperti usaha apa 
yang dijalankan, besaran dana yang diajukan, orientasi pengajuan, tempat 
usaha, agunan, serta lengkap tidaknya dokumen-dokumen dan peralatan 
usaha yang diginakan dalam operasional. Pihak penyedia dana juga akan 
melibatkan pemohon melalui laporan pengajuan pembiayaan yang berisi 
relasi pembiayaan terdahulu, penjelasan mengenai dana yang diajukan, 
representasi usaha, desain pengembangan atau tujaun yang ingin dicapai 
beberapa tahun ke depan jika pembiayaannya direalisasikan. 
2. Analisa Pembiayaan 
Pada tahap ini, dilaksanakan suatu prosedur penilaian terhadap beberapa 
sisi yang bertujuan untuk memastikan pembiayaan dalam koridor yang 
aman. Adapun sisi yang dinilai antara lain sisi manajerial, sisi marketing, 
sisi finansial, sisi kekuatan hukum, sisi teknis, serta sisi sosio-ekonomi. 
3. Analisa Praktik 
Pada tahap ini, penyedian dana akan melakukan penilaian mengenai 




filosofis terkait keterangan yang diberikan pemohon. Hal ini dilakukan 
untuk meminimalkan dan melakukan penekana tingkat resiko dari potensi 
hadirnya pembiayaan bermasalah dalam wujud ketidakmampuan pemohon 
untuk menjalankan kewajibannya.    
4. Pemutusan Hasil Analisa Pembiayaan 
Pada tahap ini, pihak penyedia dana akan menentukan sikap berdasarkan 
analisa dan pertimbangan yang dilakukan terhadap data, informasi, sikap, 
dan orientasi pemohon. Bilamana pengajuan direalisasikan, maka pihak 
penyedia dana akan memberikan format yang harus diisi oleh pemohon 
sebagai syarat yang berisi: 
a) Nama serta lokasi usaha 
b) Nama pemohon/pemilik 
c) Tipe pembiayaan yang diinginkan 
d) Orientasi pengajuan pembiayaan 
e) Metode penarikan 
f) Metode pengambilan 
g) Margin/selisih keuntungan 
h) Jangka waktu pembayaran 
i) Agunan disertai besaran nilai yang dimiliki 
j) Pengikay agunan dan persyaratan lainnya 
k) Tanda tangan di atas materai sebagai bentuk komitmen pemohon 





TINJAUAN UMUM PEMBIAYAAN MURABAHAH 
A. Pengertian Murabahah 
 Murabahah didefenisikan sebagai suatu pendanaan terhadap suatu produk 
melalui penggunaan prinsip-prinsip keterbukaan di mana nilai perolehan produk 
tersebut wajib dijelaskan dengan tegas pada pihak yang membeli dan pihak tersebut 
wajib membayarkannya disertai profit margin yang sudah disetujui (UU No. 21 
Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 poin d). Dijelaskan juga bahwasanya murabahah 
merupakan penjualan produk melalui penegasan nilai perolehannya pada pihak 
yang membeli yang pembayarannya kemudian disertai dengan penambahan profit 
margin yang sudah disetujui (Fatwa DSN-MUI No. 04/MUI/IV/2000). 
Murabahah adalah satu dari sekian banyak jenis produk pembiayaan perbankan 
syariah yang dapat didefenisikan sebagai jual-beli obyek dengan harga 
pemerolehan plus selisih keuntungan yang disetujui oleh bank dan nasabah. 
Murabahah merupakan produk pembiayaan bank syariah yang paling dominan 
ditawarkan oleh bank karena memberikan feedback keuntungan yang signifikan. 
Hal ini bukannya tanpa alasan, mengingat skemanya yang dilakukan dengan 
metode pemesanan yang dapat dimaknai bahwa tidak terdapat resiko kerugian di 
sana sehingga pengaplikasiannya menjadi lebih fleksibel (Hakim dan Anwar, 
2017). Pembiayaan murabahah memposisikan bank sebagai funding owner yang 
mengeksekusi pembelian produk sesuai dengan kriteria yang dikehendaki nasabah 
pemohon, di mana pihak bank selanjutnya akan menjual produk tersebut kepada 




melakukan pengembalian melalui angsuran atau cicilan per bulan sesuai nilai yang 
telah disetuji dalam kontrak. 
B. Rukun dan Syarat Murabahah 
1. Rukun 
       Zulkifli (2003:40) mengungkapkan rukun yang wajib dijalankan pada 
akad murabahah berikut ini: 
a) Adanya pihak yang saling bersepakat. 
b) Memiliki kecakapan hukum. 
c) Dilandasi keikhlasan atau saling rela. 
d) Obyek akad: 
1. Produk diperbolehkan menurut syara’ 
2. Serah terima produk bisa dilaksanakan 
3. Hak kepemilikan penuh bagi yang berakad 
e) Nilai: 
1. Menyampaikan nilai pemerolehan 
2. Selisih/margin keuntungan disetujui bersama 
f) Ijab Kabul (sighat) 
1. Memiliki kejelasan 
2. Nilai dan produk yang disampaikan harus seimbang 
3. Tidak berbatas waktu 
2. Syarat  
       Selain rukun, Antonio (2001:102) menjelaskan juga terdapat syarat-




1) Pemasok menyampaikan HPP Produk kepada nasabah; 
2) Akad wajib memenuhi kriteria sah yang relevan dengan rukun-rukun yang 
ada 
3) Akad yang tidak boleh mengandung riba 
4) Bilamana terdapat kecacatan produk pihak pemasok wajib menjelaskan 
secara detail pada nasabah. 
5) Pemasok wajib menyampaikan seluruh hal yang terkait dengan transaksi. 
C. Tujuan Pembiayaan Murabahah 
Sjahdeini (2014:226) mengungkapkan bahwasanya murabahah berorientasi 
pada perlindungan customer agar tidak terjerat ke dalam potensi penipuan yang 
dilakukan pihak penjual dengan asumsi mereka tidak memiliki pengetahuan yang 
memadai terkait murabahah itu sendiri. Olehnya itu, bilamana seseorang termasuk 
dalam asumsi tersebut, maka selayaknya mereka membutuhkan agen murabahah 
yang berintegrasi dan bisa melakukan eksekusi pembelian produk tersebut kepada 
penjual. Setelah itu agen ini bisa menjualnya kembali dengan margin keuntungan 
yang disepakati nantinya. Dengan demikian, customer atau pembeli akan 
merasakan kepuasan dan perlindungan dari potensi penipuan atau kecacatan 
produk. 
D. Proses Pengajuan Pembiayaan Murabahah 
Dalam Buku Standar Produk Murabahah (2016: 58-60) yang disusun oleh 
Otoritas Jasa Keuangan, dijelaskan terkait tahapan proses pembiayaan dan 





Tahapan I – Permohonan Pembiayaan 
1. Pemohon mengisi form pengajuan pembiayaan ataupun bisa membuat Surat 
Pengajuan Pembiayaan. 
2. Pemohon melakukan penyerahan dokumen yang dipersyaratkan kepada 
pihak bank. 
Tahapan II – Verifikasi Dokumen/Persyaratan Pemohon 
1. Pihak Bank memverifikasi identitas pemohon.  
2. Pihak Bank kemudian menganalisa beberapa hal yaitu:  
a) Identitas atau detail usaha/pemohon.  
b) Kemampuan usaha pemohon dalam menghasilkan laba. 
c) Analisis terhadap pergerakan kas atau penghasilan pemohon melalui 
laporan keuangan. 
d) Pelaksanaan analisis hukum terhadap dokumen yang diajukan pemohon.  
3. Menilai jaminan/agunan yang disodorkan pemohon sebagai pertimbangan 
pemberian putusan. 
4. Pengusulan pembiayaan merujuk pada hasil analisis serta pengverifikasian 
terhadap dokumen-dokumen pemohon. 
Tahapan III – Persetujuan Permohona Pembiayaan 
1. Pihak bank memberikan putusan mengenai kelayakan pemohon untuk 
menerima pembiayaan. 
2. Bilamana pemohon termasuk kategori layak, maka banj ajan memberikan 




3. Bilmana pemohon termasuk kategori tidak layak, maka bank akan 
menyegerakan konfirmasi dan memberi Surat Penolakan Permohonan pada 
pemohon. 
Tahapan IV – Perikatan Pembiayaan dan Perikatan Jaminan 
1. Pemohon yang telah dikonfirmasi kelayakannya akan diinstruksikan untuk 
melaksanakan perikanan pembiayaan oleh bank. 
2. Selanjutnya bank akan melakukan pengecekan orisinalitas dokumen 
agunan/jaminan. 
3. Setelah itu pemohon akan melaksanakan perikatan pembiayaan serta 
jaminan/agunan yang telah dibuat oleh Notaris yang berafiliasi dengan 
pihak bank. 
4. Jika perikatan telah selesai dilaksanakan, pihak bank akan melakukan 
penyimpanan dokumen asli perikatan pembiayaan serta jaminan. 
Tahapan V – Pelunasa Biaya-biaya Pra Pencairan 
1. Sebagai bagian dari pra pengaturan fasilitas pembiayaan, pemohon dan 
bank akan bersepakat mengenai keseluruhan biaya-biaya yang terjadi. 
2. Biaya-biaya yang mungkin akan timbul seperti:  
a) Biaya admin  
b) Biaya Asuransi Jiwa dan Pembiayaan (bila disyaratkan)  
c) Biaya Asuransi Kebakaran 
d) Biaya Notaris 
e) Biaya Penilaian Jaminan, dan 




Tahapan VI – Pengaturan Fasilitas Pembiayaan Murabahah 
1. Bank akan memproses pesanan produk agar dapat segera dilakukan serah 
terima kepada pemohon. 
2. Terkait dengan pengadaan produk via supplier, eksekusi dilaksanakan jika 
pemohon diberi hak kuasa perwakilan (wakalah). 
3. Selanjutnya pihak bank akan menentukan plafond pembiayaam berupa nilai 
penyediaan produk atau harga pembayaran pada penjual sesudah 
diperkurangkan dengan down payment (DP) sebagai harga pokok 
pembiayaan. 
Tahapan VII – Penyetoran Angsuran 
1. Pemohon nantinya akan melakukan penyetoran angsuran sesuai dengan 
tenggat jatuh tempo yang sudah ditentukan. 
2. Pengembalian akan terotomatisasi bilamana pemohon memilik dana 
direkeningnya. 
Tahapan VIII – Pelunasan Pembiayaan  
1. Fasilitas pembiayaan dinyatakan lunas bilamana:  
a) Lunas sesuai jangka waktu pembiayaan,  
b) Pemohon melunasi sebelum jatuh tempo fasilitas pembiayaan 
2.  Pemohon melunasi via setoran dana sesuai dengan sisa dana angsuran 
3. Setelah seluruh kewajiban lunas maka pihak Bank akan melakukan 






E. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah 
Dalam Buku Standar Produk Murabahah (2016:115-125), diuraikan berbagai 
dasar hukum yang digunakan dalam pembiayaan murabahah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES mengatur ketentuan 
syariah mengenai Murabahah yang diatur dalam buku II bab III tentang 
Murabahah. Ketentuan Murabahah yang diatur dalam KHES ini terdiri dari 2 
bagian dan 18 Pasal. Definisi mengenai Murabahah yang disebutkan dalam 
Buku II Pasal 20 ayat (6) berbunyi: "Murabahah adalah pembiayaan saling 
menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang 
membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga 
pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan 
keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara 
tunai atau angsur." 
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 
Dalam Fatwa DSN-MUI, terdapat beberapa aturan mengenai 
pembiayaan murabahah di mana masing-masing memiliki fungsi pengaturan 
yang berbeda. Fatwa-fatwa tersebut antara lain:  
a) Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Terkait Penjelasan 
Murabahah  secara umum, di mana didalamnya diatur mengeani 
ketentuan-ketentuan umum untuk pihak bank dan nasabah, utang-




pembayaran, dan bagaimana jika terjadi kebangkrutan dalam 
kontrak. 
b) Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Terkait Down 
Payment dalam Murabahah, di mana didalamnya diatur tentang 
uang muka murabahah, ketentuan yang harus diperhatikan saat 
menyelesaikan konflik dalam murabahah, dan ketentuan terkait 
pemberlakuan akad. 
c) Fatwa DSN-MUI Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 terkait Diskon atau 
Potongan Harga dalam Murabahah, di mana didalamnya diatur 
tentang harga/nilai perolehan serta pemenuhan hak nasabah 
bilamana terdapat potongan dari pihak pemasok. 
d) Fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 terkait Diskon 
Pelunasan dalam Murabahah, di mana didalamnya diatur mengenai 
tidak adanya pemberlakuan syarat diskon dalam akad dan ketentuan 
pemberlakuan sebagai bentuk apresiasi terhadap nasabah. 
e) Fatwa DSN-MUI Nomor 46/DSN-MUI/II/2005 terkait Diskon 
Tagihan Murabahah, di mana didalamnya diatur mengenai syarat-
syarat dan ketentuan yang bisa digunakan dalam pemberian diskon 
tagihan murabahah. 
f) Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 terkait Penyelesaian 
Piutang Murabahah Bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar, 




bisa atau boleh digunakan dalam settlement murabahah yang sudah 
tidak mampu dilunasi. 
g) Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 terkait 
Rescheduling Penagihan Murabahah, di mana didalamnya diatur 
mengenai ketentuan-ketentuan utama serta ketentuan akhir terkait 
dengan rescheduling penagihan pembiayaan. 
h) Fatwa DSN-MUI Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 terkait Konversi 
atau Pengubahan Kontrak Murabahah, di mana didalamnya diatur 
mengenai ketentuan-ketentuan mengenai pemberhentian maupun 
peralihan atau pergantian akad. 
i) Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 terkait Jual-Beli 
Emas secara Non-Kas, di mana didalamnya diatur mengenai 
ketentuan-ketentuan umum maupun khusus terkait dengan 







PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH  
PADA BANK SYARIAH 
A. Penelitian Terkait Pembiayaan Murabahah Bermasalah  
Rujukan yang digunakan dalam penelitian ini yakni beragam referensi ilmiah 
yang relevan dengan isu yang dikaji mengenai pembiayaan murabahah bermasalah. 
Referensi-referensi tersebut kemudian dirangkum ke dalam sebuah pemetaan yang 
disajikan pada tabel berikut: 
Tabel 4.1 
Pemetaan Rujukan Utama 
No Peneliti (Tahun) Temuan Penelitian 
1 Hidayatullah (2019) Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwasanya 
penyelesaian non performing financing dapat dilakukan 
dengan pembuatan kembali skedul pembayaran, perbaikan 
struktur persyaratan pembiayaan, menata kembali struktur 
pembiayaan, menyita agunan, melalui BASN, atau melalui 
proses mitigasi. 
2 Margolang (2018) Temuan penelitian ini mengemukakan Bank Mandiri 
Cabang Gadjah Mada menyelesaikan problematika non 
performing financing-nya melalui paradigma persuasif, 
intensifitas penagihan, penjadwalan kembali, penataan 
kembali, maupun penghapusbukuan. 
3 Nurjannah (2016) Dalam tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah, 
adapun  metode yang diterapkan oleh BSM KC 
Purwokerto yakni metode atau pendekatan kooperatif guna 
mempertahankan relasi dengan nasabah. Metode 
kooperatif ini diwujudkan dalam bentuk pembuatan 
kembali skedul pembayaran, perbaikan struktur 
persyaratan pembiayaan, dan menata kembali struktur 
pembiayaan. 
4. Solihin (2015) Metode yang diterapkan BSM untuk menyelesaikan 
problematika pembiayaan bermasalahnya adalah dengan 
skedul pembayaran, perbaikan struktur persyaratan 
pembiayaan, menata kembali struktur pembiayaan, 




5 Daryoko (2016) Metode yang digunakan oleh BNIS KC Jogjakarta antara 
lain: 
1. Bagi nasabah yang berkategori kolektibel I, dilakukan 
peninjaua terhadap EWS dan SMS Bluster. 
2. Bagi nasabah dengan kategori kolektibel II, dilakukan 
komunikasi intensif dengan menawarkan pembuatan 
kembali skedul pembayaran, dan perbaikan struktur 
persyaratan pembiayaan. 
3. Bagi nasabah dengan kategori kolektibel III, IV, dan V 
tetap dilakukan cara seperti pada nomor (2) dengan 
versi yang lebih tegas dan bisa berlanjut ke penyitaan 
barang jaminan. 
6 Rohmah (2018) Temuan penelitian ini mengugkapkan beberapa langkah 
penyelesaian terhadap problem pembiayaan bermaslah 
seperti pembuatan kembali skedul pembayaran, perbaikan 
struktur persyaratan pembiayaan, dan menata kembali 
struktur pembiayaan, ataupun dengan eksekusi barang 
jaminan melalui pihak ketiga. 
7 Lestari dan 
Setyawati (2018) 
Dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah, pihak 
BMI melakukan pemantauan secara secara aktif maupun 
pasif. Pemantauan aktif dilaksanakan dengan mengunjungi 
atau berkomunikasi dengan nasabah, sedangkan 
pemantauan pasif dilaksanakan dengan mengevaluasi 
penyetoran angsuran nasabah tiap bulannya, pembuatan 
kembali skedul pembayaran, perbaikan struktur 
persyaratan pembiayaan, dan menata kembali struktur 
pembiayaan 
8 Ibrahim dan 
Rahmati (2017) 
Terkhusus mengenai aturan penyelesaian non-performing 
financing, Bank Muamalat Indonesia melakukannya via 
OTS, pengiriman tagihan, somasi, pembuatan kembali 
skedul pembayaran, perbaikan struktur persyaratan 
pembiayaan, dan menata kembali struktur pembiayaan, 
penghapusbukuan, dan pengenaan denda pembayaran. 
9 Zulfikri dkk. (2019) Terkait metode yang bisa digunakan dalam menyelesaikan 
non-performing financing, BNIS Cabang Bogor 
menggunakan metode  “stay strategy” yaitu metode yang 
diaplikasikan bilamana pihak bank masih memiliki 
keinginan guna melanjutkan relasi bisnis dengan nasabah. 
10 Oktaviani. (2018) Guna menyelesaikan problematika non-performing 
financing, BTN Syariah KC Serang melaksanakan 
beberapa tahap yakni, pemanggilan intensif, pembuatan 
kembali skedul pembayaran, perbaikan struktur 
persyaratan pembiayaan, dan menata kembali struktur 
pembiayaan, penghapusbukuan, dan pengenaan denda 




B. Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah 
Melihat apa yang telah dipetakan dalam tabel 4.1 di atas, dapat ditemukan 
berbagai problematika yang menjadi sebab terjadinya pembiayaan murabahah. 
Dalam tabel di atas ditemukan 38 problematika internal serta 29 problematika 
eksternal yang kemudian diuraikan dalam bentuk perangkingan guna menunjukkan 
spesifikasi utama yang akan dijelaskan dalam pembahasan.   
1. Problematika internal 
Tabel 4.2 
Problematika internal penyebab pembiayaan  
murabahah bermasalah 
No. Problematika      Frekuensi Persentase (%)     Peringkat 
1 Kualitas pejabat 14  36.84 I 
2 Pengawasan 8 21.05 II 
3 Ketidaktepatan 
kebijakan 
             7 18.43 III 
4 Gagap Teknologi 3 7.90 IV 
5 Sarana dan 
prasarana 
   1 2.63% 2.63 V 
6 Kompetisi antar-
bank 
2 5.26 VI 
7 Hubungan intetrnal 2 5.26 VII 
8 Customer services    1 2.63 VIII 
Total 38 100 - 
Sumber: Data olahan peneliti (2021) 
      Pada tabel di atas disajikan problematika internal yang menimbulkan 
pembiayaan murabahah bermasalah. 3 (tiga) di antaranya yang paling banyak 
ditemui yakni kualitas pejabat yang kurang, lemahnya pengawasan, dan 
ketidaktepatan kebijakan.  
a) Pertama yakni kualitas pejabat. Permasalahan ini merujuk kepada 




menimbulkan ketidaktelitian serta ketidakmampuan dalam menghasilkan 
prediksi yang tepat terhadap segala potensi yang bisa muncul dalam 
pembiayaan. Olehnya itu, diperlukan seleksi yang ketat dan juga pejabat 
yang berkompeten guna menimalisir atau meniadakan dampak dari hal 
tersebut.  
Seleksi yang dimaksud dalam hal ini seperti relevansi jurusan saat 
kuliah dengan bagian pembiayaan dibank dan memperhatikan kompetensi  
akademik yang mumpuni. Selain itu, pejabat yang nantinya telah bertugas 
harus senantiasa diberikan pelatihan dan edukasi secara berkala demi 
meminimalkan resiko dan potensi yang bisa saja muncul terkait dengan 
pembiayaan murabahah berrmasalah dikemudian hari. 
b) Kedua yakni terkait dengan internal controlling atau pengawasan. 
Meskipun pengawasan ini merupakan suatu rutinitas yang memang 
dimaksudkan untuk meminimalkan resiko, nyatanya disisi supervisi serta 
pemasaran pada Bank biasanya tidak terlalu maksimal penerapannya pasca 
tersalurkannya suatu pembiayaan. Ini disebabkan oleh jumlah SDM yang 
tidak sebanding dengan kuantitas nasabah. Hal ini mengakibatkan sistem 
pendeteksian tidak bekerja secara maksimal. Profesi ini membutuhkan sikap 
yang serius dan pengetahuan yang luas mengenai metode dan regulasi 
terkait penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah. 
c) Ketiga yakni mengenai penentuan kebijakan. Problematika ini secara 
langsung terkait dengan problematika pertama dan kedua. Adanya pejabat 




dijalankan oleh oknum yang tidak tepat sehingga menimbulkan kerancuan 
dan berpotensi menghasilkan kerugian. Ketidaktepatan kebijakan tentunya 
akan menimbulkan berbagai masalah seperti turunnya kemampuan 
operasional bank serta beragam problematika lain yange bersifat kompleks.   
Salah satu permasalahan terkait kebijakan ini adalah dalam 
menentapkan lama periode pelunasan yang amat berpengaruh terhadap 
lancar tidaknya pembiayaan tersebut. Termin jangka panjang misalnya 
memiliki orientasi guna memberi kemudahan pada nasabah terkait 
pemenuhan kewajibannya, namun fakta membuktikan bahwa banyak 
nasabah yang kemudian lalai terhadap kewajibannya. Disisi lain, jika 
dilaksanakan dengan termin jangka pendek akan berdampak pada arus kas 
nasabah sebab mereka akan tergesa-gesa dalam penentuan targetnya hingga 
menimbulkan kesulitan dalam pembayarannya. Metode terbaik yang bisa 
dilakukan guna menciptakan kebijakan yang tepat yakni dengan 
melaksanakan perekrutan SDM secara ketat serta memperbaiki kualitas 
sistem pengendalian internal didalam bank syariah secara serius dan 
berkelanjutan.  
2. Problematika Eksternal 
Tabel 4.3 
Problematika eksternal penyebab pembiayaan 
murabahah bermasalah 
 
No. Problematika Frekuensi Persentase (%) Peringkat 
  1 Sikap dan perilaku 
nasabah 
10 34.48 I 
  2 Bencana Alam 4 13.80 II 








3 10.34 III 
  5 Manajemen 
keuangan 
3 10.34 III 
  6 Sosial politik 2 6.89 IV 
  7 Perubahan regulasi 
instansi terkait. 
2 6.89 IV 
  8 Agunan 1 3.44 V 
  9 Usaha nasabah 1 3.44 V 
Total 29 100  
Sumber : Data olahan peneliti (2021) 
Merujuk sajian data pada tabel di atas, ditemukan beragam 
problematikeksternal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan murabahah 
bermasalah dibank syariah. Tiga di antaranya dengan frekuensi terbesar diuraikan 
sebagai berikut: 
a) Pertama yakni mengenai sikap dan perilaku nasabah. Selaku obyek 
penerima fasilitas pembiayaan, sikap serta perilaku yang baik tentunya akan 
menentukan kesuksesan jalannya pembiayaan ke depannya. Hal ini dapat 
direpresentasikan dalam berbagai cara seperti kedisiplinan membayar serta 
mengendepankan eksistensi dan inovasi usaha. Disisi lain, demi 
mengantisipasi hal tersebut harus dilakukan analisa perkeonomian nasabah 
serta kapabilitas nasabah terkait pemenuhan kewajiban sebagai obyek yang 
menikmati fasilitas pembiayaan. Namun kenyataan yang terjadi, ditemukan 
banuak nasabah dengan attitude yang tidak baik namun terus bersikeras 
untuk tetap menikmati fasilitas pembiayaan murabahah. Fenomena inilah 




mampu melakukan pembyaran nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan dalam 
akad.   
b) Kedua yakni bencana alam yang merupakan problematika eksternal yang 
sulit diterka sebab bersifat mendadak.Tak ada satupun yang mampu 
menerka datangnya hal ini. Dengan demikian, tak ditemukan kepastian 
alternatif selain memaklumi serta melakukan penataan kembali perjanjian 
yang bisa dilaksanakan sebagai langkah antisipatif terhadap dampak yang 
bisa saja ditimbulkan. 
c) Ketiga yakni krisis ekonomi. Problematika ini merupakan sebuah situasi 
dan kondisi dimana perekonomian dalam mode ketidakseimbangan/tidak 
selaras dengan orientasi dan ekspektasi yang sudah diproyeksikan oleh 
birokrasi maupu masyarakat. Situasi dan kondisi seperti ini sering kita 
temuia dalam bentuk embargo ekonomi, deflasi, inflasi, dan kondisi-kondisi 
lain dengan skala yang berbeda-beda. 
Meninjau terkait dengan faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah, 
dapat kita ketahui bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan permasalahan 
dalam pembiayaan murabahah yakni faktor internal dan eksternal.   
C. Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah 
Berikut disajikan hasil mapping terkait dengan metode penyelesaian 








Metode penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah 
 
No. Metode Frekuensi Presentase (%) Peringkat 
1 Rescheduling 7 17.5 I 
2 Restructuring 7 17.5 I 
3 Reconditioning 6 15 II 
4 Eksekusi jaminan 6 15 II 
5 Write off 3 7.5 III 
6 Melalui BAMI 2 5 IV 
7 Litigasi 2 5 IV 
8 Penagihan 2 5 IV 
9 Somasi 2 5 IV 
10 On the spot 1 2.5 V 
11 Penetapan denda 1 2.5 V 
12 Pembentukan tim 
remedial 
1 2.5 V 
Total 40 100  
Sumber : Data olahan peneliti (2021) 
 
1. Restructuring 
a) Defenisi Restructuring 
Idris (2019) menjelaskan bahwa restructuring adalah suatu metode yan 
digunakan dalam menyelesaikan problematika pembiayaan bermasalah melalui 
perpanjangan atau penambahan jangka waktu pembayaran dengan tidak melakukan 
perubahan sisa pembayaran nasabah. Berdasarkan 40 sampel yang diteliti, 
ditemukan 7 penelitian yang mengungkapkan penggunaan metode ini. Metode 
penyelesaian ini dilakukan guna memberi keringanan dengan cara membagi ulang 
sisa pembayaran nasabah dalam rangka mengetahui jangka waktu pelunasan yang 
baru. Setelah itu, dilakukan perubahan syarat pembiayaan mengenai periode 
pembayaran dan tenggat waktu pembayaran perbulan yang bisa dijalani nasabah 





b) Dasar Hukum Restructuring 
Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai berikut:  
1. Undang-undang Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan 
pada pasal 36 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan 
bahwa “dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha 
lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara 
yang tidak merugikan bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan 
kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya”.  
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Dasar hukum Restrukturisasi terdapat pada 
Fatwa DSN No. 48/DSN- MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali 
Tagihan Murābahah.  
3. Peraturan Bank Indonesia Dasar hukum restrukturisasi ini, diatur melalui 
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi 
Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7 dan 
Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34DPbS, tentang Restrukturisasi 
Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 
c) Prinsip Restructuring 
Prinsip restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah dapat ditemukan pada 
pasal 2 ayat 1 PBI No. 10/18/PBI/2008 dinyatakan bahwa “bank dapat dalam 
melaksanakan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian”. 
Kemudian pada pasal 1 butir 1 angka 4 Surat Edaran BI No. 10/34/DPbS Tahun 




harus menerapkan prinsip kehati- hatian dan prinsip syariah serta prinsip akuntansi 
yang berlaku”.  
d) Kriteria Restructuring 
Restrukturisasi pembiayaan harus dianalisa dengan memfokuskan penilaian 
beberapa aspek seperti potensi usaha nasabah ataupun kapabilitas pembayaran yang 
relevan dengan proyeksi cash flow. Kedua, bank harus memahami restrukturisasi 
dari sisi kriteria sebagaimana dijelaskan Kalsum dan Rahmi (2017) yakni: a) 
Menurunnya kapabilitas nasabah untuk melakukan pembayaran; b) Prospek usaha 
yang masih memungkinkan setelah dilakukan restrukturisasi. Restruksturisasi 
pembiayaan harus ditunjang berbagai analisa bukti-bukti yang akurat dan 
berorientasi potensi. Selain beberapa kriteria yang telah disebutkan, restrukturisasi 
juga dapat dilakukan bilamana nasabah memiliki niat baik yang dalam artian 
memahami dan ingin melunasi pembiayaannya melalui kerja sama yang baik. 
e) Urgensi Restructuring 
Langkah Bank Indonesia dalam penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 
tentang Restrukturisasi pembiayaan bank syariah adalah guna memberikan 
penguatan bagi sektor perbankan syariah dalam Negeri. Melalui langkah tersebut, 
bank syariah diharapkan dapat lebih kompetitif dalam sektor pembiayaan. Merujuk 
pada harapan tersebut, Kalsum dan Rahmi (2017) menjelaskan terdapat beberapa 
tujuan yang memotivasi Bank Indonesia untuk menerbitkan kebijakan tersebut 
yang diuraikan sebagai berikut: 
1. Guna memastikan sektor perbankan syariah tidak berada dalam kondisi 




posisinya sebagai lembaga keuangan yang beroperasi melalui 
pendayagunaan dana publik serta dana pihak ketiga. 
2. Guna memastikan hadirnya pembiayaan yang berkualitas, di mana Bank 
Indonesia selaku bank sentral memiliki komitmen untuk meningkatkan 
business growth perbankan syariah dalam Negeri. Setidaknya terdapat dua 
aspek penting yang harus dilakukan untuk mewujudkan hal ini. Pertama 
yakni Bank Indonesia melakukan pengaturan restrukturisasi dalam 
pembiayaan konsumtif, dan kedua yakni Bank Indonesia mengizinkan bank 
syariah melaksanakan restrukturisasi dengan kriteria lancar.  
3. Mendukung Pertumbuhan dan Perkembangan Industri Perbankan Syariah 
Secara Optimal Lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan 
UU No. 23 tahun 1999 tentang perbankan Indonesia keberadaan bank 
syariah diakui secara eksplisit dan memberikan landasan hukum yang lebih 
kuat bagi Bank Indonesia dalam pengembangan bank syariah. Saat ini telah 
ada tujuh ketentunan pelaksanaan bagi bank syariah, yaitu tiga ketentuan 
yang mengatur kelembagaan dan jaringan kantor bank syariah dan empat 
ketentuan mengenai pengaturan penyelenggaraan kliring lokal bagi Bank 
Unit Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS); ketentuan mengenai 
Giro Wajib Minimum bagi BUS maupun UUS dan pengaturan tata cara 
penempatan dana pada SWBI.  
4. Guna meminimalisir risiko kerugian dalam operasional bank syariah. Pada 
dasarnya, bank syariah selalu dihadapkan dengan beragam risiko dan harus 




terhadap risiko karena adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam 
format investasi seperti pemberian kredit, penjaminan surat berharga setara 
kas, dan model pendanaan lainnya. Dengan demikian, pihak perbankan 
wajib mengupgrade fungsi dan peranan pengawasan internalnya dan 
melakukan pengelolaan risiko secara komprehensif. 
2. Reconditioning/Rescheduling 
a) Defenisi Reconditioning/Rescheduling       
Idris (2020) mendefenisikan reconditioning/rescheduling sebagai proses 
menyesuaikan situasi dan kondisi pembiayaan bermasalah melalui pengubahan 
beberapa ataupu seluruh persyaratan pembiayaan yang tak dibatasi kepada 
pengubahan tenggat waktu pembayaran, jangka waktu pembiayaan, ataupun syarat-
syarat lainnya selama tidak berkaitan dengan pengubahan maksimal saldo 
pembiayaan. Peneliti menemukan terdapat 6 rujukan atau referensi dari 40 sampel 
yang menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah menggunakan metode 
reconditioning/rescheduling ini. 
b) Dasar Hukum Reconditioning/Rescheduling 
Terdapat beberapa Peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi BUS dan UUS 
dalam melakukan rescheduling pembiayaan, yaitu 
1. Sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 
Februari 2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum 
Syariah dan Unit Usaha Syariah 
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 




2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan 
Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 
13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011.  
3. Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 menjelaskan bahwasanya 
lembaga keuangan syariah bisa melaksanakan menyusun kembali 
pembuatan jadwal penagihan untuk nasabah dengan kapabilitas 
pembayaran cicilan yang lemah atau kurang melalui beberapa kriteria 
seperti a) tanpa menambahkan total penagihan, b) tidak membebankan 
tarif penyusunan jadwal ulang, dan c) melakukan penambahan jangka 
waktu pelunasan atas persetujuan bersama.  
c) Kriteria Reconditioning/Rescheduling 
Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 Pasal 5 menjelaskan 
beberapa kriteria pembiayaan yang direconditioning/rescheduling diantaranya:  
1. Reconditioning/Rescheduling pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk 
nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:  
a) Nasabah menurun daya atau kekuatan finansialnya untuk membayar 
serta mempunyai bisnis yang potensial dan bersedia menjalani 
keharusan pembayaran pasca penataan ulang. 
b) Rescheduling untuk Pembiayaan konsumtif cuma bisa dilaksanakan 
bagi nasabah dengan kriteria: 1) menurun daya atau kekuatan 
finansialnya untuk membayar, dan 2) diketahu memiliki sumber-sumber 




c) Penjadwalan kembali harus mendapatkan dukungan berupa analisa serta 
bukti yang cukup, relevan, dan terdokumentasikan. Bukti yang 
dimaksudkan dalam hal ini seperti financial statement  nasabah yang 
merepresentasikan peningkatan aktivitas/volume pekerjaan dan 
penghasilan serta adanya sumber-sumber penghasilan yang jelas. 
d) Prosedur dan Kebijakan Reconditioning/Rescheduling 
Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS 2008 Romawi III menjelaskan 
tentang kebijakan dan prosedur restrukturisasi (rescheduling) meliputi beberapa hal 
seperti:  
1. Menetapkan Satker (Satuan Kerja) serta staf khusus yang berbeda dengan 
jabatan lebih tinggi dalam penanganan penataan/penjadwalan kembali yang 
dikondisikan sesuai dengan keperluan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha 
Syariah. 
2. Menetapkan batas kewenangan dalam putusan penjadwalan kembali. 
3. Kriteria pembiayaan yang dapat direscheduling.  
4. Sistem serta SOP termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan 
direscheduling kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali 
pembiayaan yang telah berhasil direscheduling kepada satuan kerja 
pengelola pembiayaan.  





6. Menetapkan total maksimum penerapan penjadwalan kembali bagi 
pembiayaan dengan kategori tidak lancar atau meragukan yang 
diberlakukan bagi seluruh penjadwalan kembali.  
7. Badan Usaha Syariah dan Unit Usaha Syariah melaksanakan evaluasi dan 
perbaikan kebijakan serta SOP penjadwalan kembali bilamana merujuk 
hasil analisa BI, kebijakan, serta prosedur dianggap belum menerapkan 
prinsip-prinsip konservatisme yang relevan dengan regulasi yang ada. 
3. Write Off 
a) Defenisi Write Off 
       Metode ini dikenal dengan istilah penghapusbukuan yang dilaksanakan oleh 
pihak bank syariah terhadap nasabah berpotensi kecil menyelesaikan kewajibannya 
ataupun terhadap nasabah yang dijustifikasi tak mampu menyelesaikan 
kewajibannya melalui beraga metode (Idris, 2020). Metode ini biasanya diterapkan 
terhadap nasabah dengan kualifikasi bangkrut, tersandung permasalahan hukum, 
dan nasabah yang sudah meninggal dunia. Penelitian ini menemukan 3 rujukan 
dengan metode ini dari 40 sampel yang teliti.  
b) Klasifikasi Write Off 
Yudistira (2011) dalam penelitiannya menguraikan beberapa klasifikasi write 
off sebagai berikut:  
1. Hapus buku 
Hapus buku didefenisikan sebagai penghapusan keseluruhan pembiayaan yang 
masuk dalam kategori kurang lancar namun penagihan tetap akan dilakukan. Pada 




pembayaran disebabkan oleh kebangkrutan. Olehnya itu, untuk menanganinya 
dilaksanakan penjadwalan kembali guna memberikan sedikit keringanan atau 
kelonggaran. Akan tetapi bila solusi tersebut tidak efektif, maka nasbaha bisa hanya 
menyetorkan pokoknya saja yang bisa disepakati melalui musyawarah dengan 
pihak bank.  
Sebagai contoh nasabah Bapak Z dengan pembiayaan Rp. 4.550.000,00 guna 
penambahan modal usaha. Bapak Z mempunyai bisnis namun mengalami 
kebangkrutan. Pembiayaan Bapak Z telah mengalami penurunan daya pembayaran 
dalam tiga tahun dan tanpa mengasuransikannya. Beliau cuma mengharapkan 
pendapatan istrinya yang berprofesi sebagai karyawan swasta guna pemenuhan 
keperluan hariannya. Dalam kasus ini penjadwalan kembali sudah tidak 
memungkinkan sebab Bapak Z tak lagi mempunyai pendapatan tetap. Oleh karena 
itu, dilakukan perundingan dalam bentuk musyawarah bersama Bapak Z serta 
dilaksanakan penghapusbukuan pembiayaan. Bapak Z kemudian bisa membayar 
angsuran pembiayaannya senilai Rp 45.000 tiap bulannya. 
2. Hapus Tagih 
Hapus tagih yaitu menghapus tagihan pembiayaan nasabah secara keseluruhan 
yang terbukti dalam keadaan tidak lancar/macet.. 
c) Syarat Kondisi Write Off 
Yudistira (2011) dalam penelitiannya juga menguraikan beberapa syarat dan 




1. Penghapusbukuan cuma bisa dilaksanakan pada nasabah dengan pembiayaan 
dengan kategori tidak lancar dan berdasarkan analisa materiil ditemukan 
kemungkinan dilakukannya pembayaran dalam jumlah yang dibatasi. 
2. Penghapustagihan hanya dilaksanakan bagi nasabah dengan pembiayaan macet 
serta merujuk pada analisa perekonomian yang dilaksanakan bagi pihak terkait 
yang secara gamblang sudah tidak memiliki kapabilitas melakukan 
pembayaran. 
d) Dasar Hukum Write Off 
Write off telah diatur didalam berbagai dasar hukum seperti diuraikan sebagai 
berikut: 
1. Fatwa DSN-MUI No. 19/IV/2001 Tentang Al-Qardh aturan pertama poin 6b. 
2. Fatwa DSM-MUI No. 47/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah 
yang Tidak Mampu Membayar 
3. Undang - Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 54 
disebutkan bahwa bank syariah dapat menghapusbukukan penyaluran dana 
yang macet demi kelangsungan usahanya. 
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK-03/2014 Tentang Penilaian 
Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah BAB VII Hapus 
Buku dan Hapus Tagih Pasal 69 bahwa bank wajib memiliki kebijakan dan 
prosedur tertulis mengenai hapus buku (Write Off), mengingat pengaturan 





Beragam metode penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang 
sudah diuraikan adalah bentuk responsivitas peneliti terhadap fenomena-
fenomena yang dialami sektor perbankan syariah. Beragam metode tersebut 
dilaksanakan bilaman nasabah tidak lagi memiliki kapabilitas  dalam 
pemenuhan kewajibannya seperti yang telah diatur dalam  Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998  ayat 12 pasal 1 mengenai Perbankan. Dalam regulasi 
tersebut dijelaskan bahwasanya pembiayaan yang dilandaskan pada konsep 
syar’i merupakan proses menyediakan dana yang disamakan melalui 
kesepakatan antar-bank melalui pihak lainnya dengan menetapkan kewajiban 
bagi pihak yang menikmati fasilitas pembiayaan untuk melakukan 
pengembalian dana sesuai periode dan tenggat waktu serta tingkat bagi hasil 










Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti kemudian menyimpulkan 
beberapa hal berikut ini: 
1. Pembiayaan murabahah bermasalah bisa disebabkan oleh banyak hal 
seperti sikap dan perilaku nasabah, bencana alam, krisis ekonomi, 
manajemen keuangan yang tidak baik serta berbagai hal lain yang juga 
bisa menyebabkannya meskipun dengan dampak yang tidak terlalu 
signifika. 
2. Pembiayaan murabahah bermasalah jika dijabarkan secara spesifik 
dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Faktor 
internal merupakan faktor dari dalam diri bank syariah seperti 
ketidakmampuan memprediksi imbal hasil murabahah dan kemampuan 
nasabah. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor diluar kuasa bank 
syariah seperti bencana alam dan perilaku dari nasabah itu sendiri. 
3. Ada banyak metode penyelesaian pembiayaan murabahah yang dapat 
dilakukan dengan empat diantaranya menjadi yang paling sering 
diterapkan yakni rescheduling, restructuring, reconditioning, eksekusi 







B. Keterbatasan Penelitian dan Saran 
1. Keterbatasan Penelitian 
a) Penelitian ini sedianya dilakukan secara luring namun kondisi pandemi 
yang belum mereda membuat penelitian harus dilakukan secara online. 
b) Penelitian ini sedianya dilakukan dengan metode wawancara namun 
responsivitas bank yang sangat lambat membuat penelitian diarahkan 
menjadi studi literatur sebagai bentuk dari efisiensi waktu bagi peneliti 
2. Saran Penelitian 
a) Penelitian selanjutnya dapat dilakukan secara langsung sembari 
berharap kondisi pandemi segera mereda. 
b) Penelitian selanjutnya diharapkan bisa dilakukan dengan metode 
wawancara ataupun metode lainnya agar ditemukan hasil penelitiian 
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